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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : RENI MARIASTUTI, S.H., M.Hum 

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN I 

TABEL KINERJA TAHUN 2026 

 

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  

Jabatan : Kepala Badan 

Tahun Anggaran : 2026 

 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tujuan : 

Mewujudkan ASN 

sebagai pelayan 

publik yang 

profesional 

Capaian Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Nilai 83 Triwulan I 83 

Triwulan II 83 

Triwulan III 83 

Triwulan IV 83*) 

1.1 Sasaran : 

Terwujudnya 

Manajemen ASN 

berdasarkan Sistem 

Merit sesuai dengan 

Prinsip Meritokrasi 

Capaian Nilai 

Sistem Merit 

Nilai 305 (Baik) Triwulan I 305 

Triwulan II 305 

Triwulan III 305 

Triwulan IV 305*) 

 

Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program Anggaran 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp10.217.178.379,97 

2.  Program Kepegawaian Daerah Rp1.261.606.000,00  

3.  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp1.243.318.000,00 

4.  Program Penyelenggaraan Keistimeaan 

Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan 

Rp. 150.000,000.00 

 Jumlah Anggaran Rp. 12.872.102.379,97 
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2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan tersebut karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2026 

 

Uraian Tujuan : 

“Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional” 

Yang dimaksud dalam tujuan ini adalah pengukuran indeks profesionalitas ASN. 

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan 

untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam Upaya pengembangan 

profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang 

menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, 

kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

N

o 

Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Capaian 

Indeks 

Profesion

alitas 

ASN 

Untuk meningkatkan kualitias 

layanan yang diberikan oleh 

ASN kepada masyarakat, 

diperlukan peningkatanan 

profesionalisme ASN. 

Standar yang dapat 

mengukur tingkat 

profesionalisme ASN adalah 

dengan pengukuran indeks 

profesionalitas ASN. 

Hasil Penilaian 

atas Indeks 

Profesionalitas 

ASN. 

Kabupaten Bantul 

Data ASN yang 

meliputi dimensi 

kualifikasi, dimensi 

kompetensi, dimensi 

kinerja dan dimensi 

disiplin yang terinput 

dalam aplikasi 

kepegawaian. 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 
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Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Capaian 

Indeks 

Profesionalit

as ASN 

82 Nilai Capaian Nilai IP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bantul pada tahun 2024 yakni 80,68 Nilai, 2025 yakni 81,45 

Nilai. Tahun 2026 IP ASN ditargetkan di atas capaian tahun 

2025 yaitu 82 Nilai. 

Rentang nilai IP ASN 81-90 masuk dalam kategori Tinggi. 

Penilaian IP ASN terdiri atas : 

- Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur 

data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS. 

Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25%. 

- Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur 

data/informasi mengenai riwayat pengembangan 

kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Dimensi 

Kompetensi diperhitungkan sebesar 40%. 

- Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi 

mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan 

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit 

atau organisasi. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 

30%. 

- Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi 

kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah 

diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5%. 

 

Uraian Sasaran : 

“Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip 

Meritokrasi” 

Yang dimaksud dengan tujuan ini yakni manajemen ASN berdasarkan sistem merit 

merupakan fondasi utama dalam penerapan prinsip meritokrasi di lingkungan 

birokrasi. Sistem merit menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai 

dasar utama dalam setiap proses pengelolaan ASN, mulai dari rekrutmen, 

pengembangan karier, promosi, hingga pemberian penghargaan. 

Penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan 

birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja. Melalui 

sistem ini, organisasi pemerintahan diharapkan mampu menghadirkan sumber daya 

manusia yang kompeten dan berdaya saing, sehingga pelayanan publik dapat 

berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. 
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Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

N

o 

Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Capaian Nilai 

Sistem Merit 

Nilai Sistem Merit merupakan 

ukuran objektif yang 

menggambarkan sejauh mana 

prinsip-prinsip meritokrasi telah 

diterapkan dalam pengelolaan 

ASN, mencakup aspek 

perencanaan kebutuhan, 

pengadaan, pengembangan 

karier, promosi, mutasi, hingga 

perlindungan dan penilaian 

kinerja ASN. 

Semakin tinggi capaian nilai 

Sistem Merit, semakin 

menunjukkan bahwa 

manajemen ASN di lingkungan 

Perangkat Daerah telah 

dilaksanakan secara profesional, 

transparan, dan berbasis 

kompetensi serta kinerja. 

Hasil Penilaian 

BKN atas Nilai 

Sistem Merit 

Kabupaten 

Bantul 

Nilai Sistem Merit 

yang diperoleh 

dari skor hasil 

evaluasi 

penerapan sistem 

merit pada 

manajemen ASN, 

yang 

mencerminkan 

tingkat kepatuhan 

terhadap prinsip 

meritokrasi. 
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Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Capaian Nilai 

Sistem Merit 

305 Nilai Target nilai sistem merit dalam Renstra BKPSDM Tahun 

2025-2029 masih menggunakan penilaian lama. 

Nilai 305 masuk dalam kategori III yakni rentang nilai 250-

325 dengan deskripsi Baik — penerapan sistem merit 

cukup baik, namun masih ada ruang perbaikan di 

beberapa aspek. 

Penialaian sistem merit terdiri atas 8 aspek sebagai 

berikut : 

1. Aspek Standarisasi Jabatan dan Perencanaan 

Kebutuhan 

2. Aspek Pengembangan Kompetensi 

3. Aspek Pengembangan Talenta dan Karier 

4. Aspek Pengelolaan Kinerja 

5. Aspek Penghargaan dan Pengakuan 

6. Aspek Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi 

7. Aspek Disiplin, Pemberhentian dan Upaya 

Administratif 

8. Aspek Digitalisasi Manajemen ASN 
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